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PUTUSAN
Nomor 2663/Pdt.G/2024/PA.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara
elektronik antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Jakarta, tanggal 07 Mei 1998, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan XxxXXXxX XxxxxX, tempat tinggal di

XXXXXX XXX XX XXX XXXXXX XXX XX XX XXX XX XXX XXXXXXXXX

XXXXXXXKK  XXXXK  XXXXXKXXK  XXXXXKXXK XXX XXXXXXX

XXXXX, XXXXXXXX XXX XXXXXXX, Namun saat ini berdomisili

di JI. H. Raisan RT 002 RW 005 Kelurahan Kreo Selatan

Kecamatan Larangan Kota Tangerang, XXXXXXXX XXXXXX,

domisili elektronik: aliflaila2901@gmail.com, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28, tempat dan
tanggal lahir Jakarta, tanggal 04 Oktober 1996, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
semula bertempat Jl. Rusin 4 No. 50 RT 003 RW 001
Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November
2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tangerang Nomor 2663/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 05 Desember 2024,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari sabtu
tanggal 13 Januari 2018 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Kota Tangerang XXXXXXXX
XXXXXX, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
0046/046/1/2018 tertanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama terakhir di Jl. Rusin 4 No. 50 RT 003 RW 001 Kelurahan
Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’'da
dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar
kurang lebih pada bulan Februari 2018 kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi
yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap
Penggugat hanya sekedarnya saja, tidak mencukupi kebutuhan
rumah tangga;
4.2. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol
sampai mabuk;
4.3. Tergugat kecanduan narkoba berupa sabu bahkan
sampai menjadi pengedar dan yang terakhir Tergugat pernah
ditangkap oleh pihak kepolisian;
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4.4, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap Penggugat yang mana Tergugat sampai
memukul, menyiram dengan air mandi serta memukul dan
menonjok Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan Maret 2020 yang mana Penggugat pulang kerumah orang

tuanya dan meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga antara

Penggugat dan Tergugat berpisah rumabh;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tangerang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 2663/Pdt.G/2024/PA.Tng Tanggal 7 Desember 2024
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dan Nomor 2663/Pdt.G/2024/PA.Tng Tanggal 20 Desember 2024 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n.

Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Nomor 0046/046/1/2018

tertanggal 15 Januari 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B.
Saksi:

1. Sri Rejeki Binti Bahtiar Syarif, umur 55 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT 02 RW 05 Kelurahan Kreo

Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang, memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah Ibu Penggugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini
dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
namun sejak Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab
terhadap keluarga, Tergugat sering mengkonsumsin minuman
beralkohol sampai mabuk, Tergugat kecanduan narkoba bahkan
pernah jadi pengedar pernah ditangkap polisi, Tergugat sering
menyakiti badan jasmani Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar
bulan Maret 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4
tahun 8 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan
bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

1. Melati Suci Binti Misti Jaya, umur 25 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT 02 RW 05 Kelurahan Kreo

Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang, memberikan

keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah Adik Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
namun sejak Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab
terhadap keluarga, Tergugat sering mengkonsumsin minuman
beralkohol sampai mabuk, Tergugat kecanduan narkoba bahkan
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pernah jadi pengedar pernah ditangkap polisi, Tergugat sering
menyakiti badan jasmani Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar
bulan Maret 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4
tahun 8 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan
bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan
menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut
dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang
dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;
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Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan
Penggugat adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar
kurang lebih pada bulan Februari 2018 kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat

hanya sekedarnya saja, tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai

mabuk;

- Tergugat kecanduan narkoba berupa sabu bahkan sampai

menjadi pengedar dan yang terakhir Tergugat pernah ditangkap oleh

pihak kepolisian;

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga

terhadap Penggugat yang mana Tergugat sampai memukul,

menyiram dengan air mandi serta memukul dan menonjok

Penggugat;

2. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Maret 2020 yang mana Penggugat pulang kerumah orang
tuanya dan meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat berpisah rumabh;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1. Sri Rejeki Binti
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Bahtiar Syarif, 2. Melati Suci Binti Misti Jaya (selengkapnya termuat dalam
duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal
1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bukti P.1, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah
Pengadilan Agama Tangerang, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
Pengadilan berwenang mengadili perkara a quo;

- Bukti P.2, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukm Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan
172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun
sejak Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga,
Tergugat sering mengkonsumsin minuman beralkohol sampai mabuk,
Tergugat kecanduan narkoba bahkan pernah jadi pengedar pernah
ditangkap polisi, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan
Maret 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun 8 bulan

karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun
sejak Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga,
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Tergugat sering mengkonsumsin minuman beralkohol sampai mabuk,
Tergugat kecanduan narkoba bahkan pernah jadi pengedar pernah
ditangkap polisi, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan
Maret 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun 8 bulan
karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh

Keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai
oleh keluarga, telah berpisah rumah selama 4 tahun 8 bulan lebih, dan
selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage
breakdown) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan
perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah
tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat
terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor:
379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami
isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat
hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak
dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi;

- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai
pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
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1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung
berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian
berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu
sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa, Yurisprudensi MARI No0.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28
Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus
menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab
cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah
benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat
didamaikan lagi;
- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Figh Sunnah”
Juz Il halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis
Hakim yang berbunyi:
OLSs .,’::‘J'I' el gl Al Ay AE g Wlees b 1B

o J,.'::L.a.H ey bed Ll g 38l ales ame Blay L2 o 1A0Y

2l 2all Leall Lagiy > Dl
- Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah
terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan
dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah
tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan
lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri
tersebut.”
- Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fikih
yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-
Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-limiyyah, 1991) jilid | halaman 105, yang
berbunyi:
Alall s ge d5fanlall 55
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Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih

maslahat;
- Bahwa, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan
Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan
demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin
untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat
diteruskan maka madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya,
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan
Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;
- Bahwa, dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai
adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan
Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat
(2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
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2, Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat

(OOXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal
29 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh Drs. Suhardi sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. Yuhi, M.A. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik
pada hari itu oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota
tersebut, dan Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Drs. Suhardi
Hakim Anggota | Hakim Anggota Il

Dra. Hj. Yuhi, M.A. H. Muhammad Hanafi, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :
- Pendaf Rp. 30.000,00

taran

- Proses Rp. 125.000,00
- Panggil Rp. 64.000,00
an

- PNBP Rp. 20.000,00
Panggilan

- Redaks Rp. 10.000,00
i
- Meterai Rp. 10.000,00
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- Jumlah Rp. 259.000,00
(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
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